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Abstract.

Organic limitation of power is carried out by establishing supervisory
institutions for the exercise of power, both formal and informal.
Meanwhile, judicial limitation of power is carried out through a clear
formulation of authority regarding the scope of that authority, limitations
and accountability. Ultimately, the function of law regarding power is to
hold power accountable. According to Marion Levy, “power is always
accompanied by responsibility, which means the accountability of individuals
or other groups for their own actions and the actions of others."
Accountability of power in the legal context is to ensure that the use
of power and its mechanisms are in accordance with the purpose of
granting that power. Abuse of power can be called for legal responsibility.
Abuse of power in the field of administrative law can be carried out
through the state administrative court process, abuse of power that is
detrimental to the interests of a person or society can be sued through
civil court. Abuse of power that falls into the category of criminal
offense can be prosecuted criminally. These are the main points of
tentative thinking regarding the dialectical relationship between law and
power
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PENDAHULUAN

Dalam kehidupan masyarakat, kekuasaan mempunyai arti penting bagi
hukum karena kekuasaan bukan hanya merupakan instrumen pembentukan
hukum (law making), tapi juga instrumen penegakan hukum (law enforcement).
Pembentukan hukum, khususnya undang-undang, dilakukan melalui mekanisme
kekuasaan politik dalam lembaga legislatif di mana kepentingankepentingan
kelompok masyarakat yang saling bertentangan diupayakan untuk
dikompromikan guna menghasilkan satu rumusan kaidah-kaidah hukum yang
dapat diterima semua pihak. Penegakan hukum merupakan upaya untuk
mendorong masyarakat agar mentaati aturan-aturan hukum yang berlaku (upaya
preventif) dan penjatuhan sanksi hukumterhadap kasuskasus pelanggaran hukum
yang terjadi dalam masyarakat (upaya represif). Hukum juga mempunyai arti
penting bagi kekuasaan karena hukum dapat berperan sebagai sarana legalisasi
bagi kekuasaan formal lembagalembaga negara, unit-unit pemerintahan, pejabat
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negara dan pemerintahan. *Legalisasi kekuasaan itu dilakukan melalui penetapan
landasan hukum bagi kekuasaan melalui aturan-aturan hukum. 2

Disamping itu, hukumdapat pulaberperan mengontrol kekuasaan sehingga
pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan secara legal dan etis. Kekuasaan
mempunyai arti penting bagi hukum karena kekuasaan bukan hanya merupakan
instrumen pembentukan hukum (law making), tapi juga instrumen penegakan
hukum (law enforcemenf) dalam kehidupan masyarakat. >Pembentukan hukum,
khususnya undang — undang, dilakukan melalui mekanisme kekuasaan politik
dalam lembaga legislatif dimana kepentingan — kepentingan kelompok
masyarakat yang saling bertentangan diupayakan untuk di kompromikan guna
menghasilakan satu rumusan kaidah — kaidah hukum yang dapat diterima semua
pihak. Penengakan hukum merupakan upaya untuk untuk mendorong masyarakat
agar menaati aturan — aturan hukum yang berlaku (upaya preventif ) dan
penjatuhan sangsi hukum terhadap kasus —kasus pelanggaran hukum yang terjadi
dalam masyarakat (upaya represif).*

Hukum juga mempunyai arti penting bagi kekuasaan karena hukum dapat
berperan sebagai sarana legalisasi bagi kekuasaan formal lembaga — lembaga
negara, unit — unit pemerintahan, pejabat negara serta pemerintahan. Legalisasi
kekuasaan itu dilakukan melalui penetapan landasan hukum bagi kekuasaan
melalui aturan — aturan hukum. Disamping itu, hukum dapat pula berperan
mengontrol kekuasaan sehingga pelaksanaan dapat dipertanggung jawabkan
secara legal dan etis. Dengan demikian terlihat jelas bahwa hukum dan kekuasaan
mempunyai hubungan yang sangat erat. Hubungan itu dapat di gambarkan seperti
satu mata uang dengan dua sisi. Di satu sisi hukum adalah kekuasaan atau
wewenang legal dan disisi yang lain, hukum itu adalah aturan — aturan untuk
mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat termasuk tingkah laku para
penyelenggara negara. Karakteristik hubungan hukum dan kekuasaan,
khususnya dalam hal legalisasi kekuasaan dan penegakan hukum, dijelaskan oleh
Mochtar Kusumaatmadja dalam satu ungkapkan “hukum tanpa kekuasaan adalah
angan-angan, dan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman”. ®

Ungkapan tersebut, pada satu sisi, mengandung arti bahwa kaidah-kaidah
hukum tidak akan ada manfaatnya jika tidak ditegakkan, dan hukum itu hanya
dapatditegakkan dengan kekuasaan. Padasisi lain, ungkapan itu bermaknabahwa
kekuasaan tanpa landasan hukum adalah kesewenangwenangan. Namun yang
sering menjadi permasalahan adalah tolok ukur legalitas kekuasaan. Apakah
setiap kekuasaan yang berdasarkan aturan hukum dapat dikualifikasikan sebagai

1 Asmoro Achmadi. Filsafat Umum. Yogyakarta: Rajawali Press, 1995. HIm 45
2 Berten. Filsafat Barat Abad XX. Jakarta: Gramedia, 1985. HIm 50
3 Ibid
4 Mohammad Hatta. Alam Pikiran Yunani. Jakarta: Tintamas, 1979. Him 23
5 Ibid
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kekuasaan sah atau legal? Apakah kekuasaan sewenang-wenang yang memiliki
landasan hukum harus diterima dan ditaati? Apakah kekuasaan yang sewenang-
wenang dapat melahirkan hukum yang adil? Apakah efektivitas penegakan
hukum tergantung pada legalitas kekuasaan? Dan apakah kekuasaan legal yang
sewenang-wenang dapat menegakkan hukum guna mencapai keadilan?
Meskipun hukum mempunyai hubungan yang sangat erat dengan kekuasaan, tapi
studi kekuasaan dalam perspektif hukum masih terbatas sehingga konsep-konsep
kekuasaan di dalam ilmu hukum tidak begitu berkembang. Kecenderungan studi
hukum lebih terfokus kepada 2 aspek, pertama yaitu hukum dipandang sebagai
kaidah yang menjadi pedoman tingkah laku yang bersifat memaksa dan
memberikan sanksi kepada orang yang melanggarnya,dan yang kedua hukum
dipandang sebagai realitas sosial yang terjadi di masyarakat yang dipraktikkan
melalui lembaga peradilan (the living law), adanya pelanggaran-pelanggaran
hukum (perilaku pelanggar hukum), dan ketaatan terhadap hukum. Singkatnya,
hukum mengandung dua pokok utama, yaitu aturan yang seharusnya dilakukan
(dassollen), dan kenyataan yang ada dalam masyarakat (das sein). ®Namun dalam
kenyataannya hanya hukum yang hidup dan pelanggaran hukum yang banyak
dikaji, sedangkan ketaatan kepada hukum tidak dianggap sebagai masalah.

METODE

Jenis metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan
artikel atau jurnal ini adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif.
Oleh karena itu penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif
dikarenakan memiliki beberapa keuntungan seperti keaslian dan juga
kepercayaan yang didapatkan baik untuk penulis dan juga pembaca dapat
diterima dikarenakan buktinya dapat dilihat secara langsung dan juga tidak
menimbulkan keraguan bagi para penulis dan pembaca dalam membuat ataupun
membaca artikel yang penulis buat tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Telaah Hukum dan Kekuasaan Dalam Kajian Filsafat Hukum

Kekuasaan merupakan konsep hubungan sosial yang terdapat dalam
kehidupan masyarakat, negara, dan umat manusia. Konsep hubungan sosial itu
meliputi hubungan personal di antara dua insan yang berinteraksi, hubungan
institusional yang bersifat hierarkis, dan hubungan subjek dengan objek yang
dikuasainya. Karena kekuasaan memiliki banyak dimensi, maka tidak ada

6 Sunaryati Hartono, Peranan Kesadaran Hukum Rakyat dalam Pembaharuan Hukum, Kertas
Kerja pada Simposium Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Masa Transisi, (Jakarta : BPHN-
Bina Cipta, 1975) him. 89-90.
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kesepahaman di antara para ahli politik, sosiologi, hukum dan kenegaraan
mengenai pengertian kekuasaan. Max Weber dalam bukunya Wirtschaft und
Gesellschaft (1992) mengemukakan bahwa ‘“kekuasaan adalah kemampuan
untuk, dalam suatu hubungan sosial, melaksanakan kemauan sendiri sekalipun
mengalami perlawanan, dan apa pun dasar kemampuan ini.” ’Perumusan
kekuasaan yang dikemukakan Weber dijadikan dasar perumusan pengertian
kekuasaan oleh beberapa pemikir lain Misalnya, Strausz-Hupe2 mendefinisikan
kekuasaan sebagai “kemampuan untuk memaksakan kemauan pada orang lain”
Demikian pulapengertian yang dikemukakan oleh C. Wright Mills3, “kekuasaan
itu adalah dominasi, yaitu kemampuan untuk melaksanakan kemauan kendatipun
orang lain menentang, artinya kekuasaan mempunyai sifat memaksa”

Menurut Talcot Parsonskekuasaan adalah kemampuan umum untuk
menjamin pelaksanaan dari kewajiban-kewajiban yang mengikat oleh unit-unit
organisasi kolektif dalam suatu sistem yang merupakan kewajiban-kewajiban
yang diakui dengan acuan kepada pencapaian tujuan-tujuan kolektif mereka dan
bila ada pengingkaran terhadap kewajiban-kewajiban dapat dikenai oleh sanksi
negatif tertentu, siapapun yang menegakkannya. Pengertian ini menitikberatkan
kepada kekuasaan publik untuk menegakkan aturan-aturan masyarakat yang
bersifat memaksa demi untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Di
samping pengertian kekuasaan sebagai kemampuan untuk memaksakan
kehendak atau kemauan kepada pihak lain, beberapa pakar mengartikan
kekuasaan sebagai kemampuan untuk membatasi tingkah laku pihak lain.

Harold D.Laswell, dan Abraham Kaplan mengatakan bahwa “kekuasaan
adalah suatu hubungan di mana seseorang atau kelompok orang dapat
menentukan tindakan seseorang atau kelompok lain agar sesuai tujuan dari pihak
pertama. Seiring dengan pandangan Laswell dan Kaplan, Van Doorn6
mengungkapkan bahwa “kekuasaan adalah kemungkinan untuk membatasi
alternatif-alternatif bertindak dari seseorang atau suatu kelompok sesuai dengan
tujuan dari pihak pertama”. R.J. Mokken merumuskan konsep “Kekuasaan
adalah kemampuan dari pelaku (seseorang atau kelompok atau lembaga) untuk
menetapkan secara mutlak atau mengubah (seluruhnya atau sebagiannya)
alternatif-alternatif bertindak atau alternatif-alternatif memilih, yang tersedia
bagi pelakupelaku lain”. Kekuasaan dalam kaitannya dengan masalah
kenegaraan, dapat dibedakan ke dalam dua kelompok, yaitu kekuasaan negara
dan kekuasaan masyarakat. Kekuasaan negara berkaitan dengan otoritas negara
untuk mengatur kehidupan masyarakat secara tertib dan damai. Kekuasaan
masyarakat adalah kekuatan/kemampuan masyarakat untuk mengelola dan

” Dardji, Darmodihardjo, 1980. Santiaji Pancasila, Surabaya, Usaha Nasional. HIm. 42
8 Kirdi Dipoyudo, 1979. Pancasila, Arti dan Pelaksanaannya, Osis, Jakarta, HIm. 32
% Aizid. Rizem. Para Pemberontak Bangsa. Yogyakarta: Palapa. 2013. HIm. 61
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mengorganisasikan kepentingan individu-individu dan kelompok-kelompok
masyarakat yang menjadi anggotanya sehingga interaksi sosial dapat berjalan
secaralancar. Ketidakseimbangan diantara keduanya akan mendorong terjadinya
kekuasaan hegemonik di mana negara sangat kuat dan masyarakat sangat lemah,
sehingga tercipta pola hubungan dominatif dan eksploitatif. *°

Hal ini mengakibatkan negara bukan hanya campur tangan dalam urusan-
urusan kenegaraan dan kemasyarakatan, tetapi juga intervensi atas seluruh
tindakan masyarakat yang sebenarnya bukan dalam lingkup wewenangnya.
Selain berarti kemampuan untuk mempengaruhi orang lain dan penetapan
alternatif-alternatif bertindak, kekuasaan juga mengandung makna sarana
pelaksanaan fungsi-fungsi dalam masyarakat dan atas nama masyarakat.
Pelaksanaan fungsi-fungsi dalam masyarakat mencakup pelaksanaan fungsi
politik, pelaksanaan fungsi ekonomi, pelaksanaan fungsi sosial dan budaya,
pelaksanaan fungsi hukum dan pemerintahan, dan pelaksanaan fungsi-fungsi
lainnya. Pelaksanaan fungsi itu bertujuan untuk memperlancar interaksi sosial
dan penyelenggaraan kehidupan masyarakat. Untuk keperluan tulisan ini,
kekuasaan diartikan sebagai konsep hubungan sosial dominatif yang
menggambarkan adanya suatu kekuatan yang dimiliki oleh seseorang atau satu
pranata untuk memaksakan kehendaknya kepada orang lain (termasuk pranata
lain) yang dilakukan melalui penetapan perintah-perintah atau pembuatan aturan-
aturan tingkah laku sehingga orang lain menjadi tunduk dan patuh terhadap
perintah-perintah dan aturan-aturan tingkah laku tersebut.

Mengenai esensi hukum dapat dikemukakan bahwa ada perbedaan
pandangan di antara para ahli hukum tentang hukum. Perbedaan pandangan itu
dapatdilihat dari pengertian hukum yang mereka kemukakan yang berbedaantara
yang satu dengan yang lainnya. Meskipun ada perbedaan pandangan, namun
pengertian itu dapat diklasifikasikan dalam empat kelompok. Pertama, hukum
diartikan sebagai nilai-nilai. Misalnya, Victor Hugo yang mengartikan hukum
sebagai kebenaran dan keadilan. Sejalan dengan pengertian tersebut, Grotius
mengemukakan bahwa hukum adalah suatu aturan moral tindakan yang wajib
yang merupakan sesuatu yang benar. Pembahasan hukum dalam konteks nilai-
nilai berarti memahami hukum secara filosofis karena nilai-nilai merupakan
abstraksi tertinggi dari kaidah-kaidah hukum. Kedua, hukum diartikan sebagai
asas-asas fundamental dalam kehidupan masyarakat Definisi hukum dalam
perspektif ini terlihat dalam pandangan Salmond9 yang mengatakan “hukum
merupakan kumpulan asas-asas yang diakui dan diterapkan oleh negara di dalam
peradilan” Ketiga, hukum diartikan sebagai kaidah atau aturan tingkah laku

10 Heri Herdiawanto dan Jumanta Hamdayama, 2010. Judul Buku : Cerdas, Kritis, Dan Aktif
Berwarga Negara, Erlangga, Jakarta, HIm. 32
11 Bagus, Lorens, 2002, Kamus Filsafat.Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.. HIm 21
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dalam kehidupan masyarakat. Vinogradoff mengartikan hukum sebagai
seperangkat aturan yang diadakan dan dilaksanakan oleh suatu masyarakat
dengan menghormati kebijakan dan pelaksanaan kekuasaan atas setiap manusia
dan barang. Pengertian yang sama dikemukakan oleh Kantorowich, yang
berpendapat bahwa hukum adalah suatu kumpulan aturan sosial yang mengatur
perilaku lahir dan berdasarkan pertimbangan. Keempat, hukum diartikan sebagai
kenyataan (das sein) dalam kehidupan masyarakat. Hukum sebagai kenyataan
sosial mewujudkan diri dalam bentuk hukum yang hidup (the living law) dalam
masyarakat atau dalam bentuk perilaku hukum masyarakat. Perilaku hukum
terdiri dari perilaku melanggar hukum (pelanggaran hukum) dan perilaku menaati
aturan-aturan hukum. Perbedaan pandangan di antara ahli hukum bukan hanya
mengenai pengertian hukum, tapi juga mengenai hakekat hukum. Perbedaan
pandangan mengenai hakekat hukum ini tergambar dari munculnya berbagai
mazhab dalam pemikiran hukum. Pertanyaan pokok tentang hakekat hukum
berkaitan dengan hukum yang benar, apakah hukum yang benar? Jawaban atas
pertanyaan prinsipil tersebut beraneka ragam dan saling kontradiktif. Dalam
paham hukum agama yang teistik, hakekat hukum adalah perintah Allah. Hukum
yang benar adalah hukum yang difirmankan dan diperintankan oleh Tuhan. 12
Menurut doktrin Islam, hukum yang benar adalah hukum Allah yang
dirumuskan dalam Qur’an, dan hukum yang disabdakan Rasul dalam hadis.
Sedangkan bagi paham sekuler, hakekat hukum tidak ada hubungannya dengan
urusan keagamaan dan ketuhanan, tapi merupakan urusan peradilan,
kemasyarakatan, dan kenegaraan. Dalam konteks ini hakekat hukum bisa ditinjau
dariempat perspektif, yaitu perspektif otoritas (wewenang), perspektif substantif,
perspektif sosiologis, dan perspektif realis.'® Perspektif otoritas merupakan
pandangan paham positivisme yang menempatkan keabsahan hukum pada
otoritas pembentukan dan penegakan hukum. Pemikir positivisme yang cukup
berpengaruh, John Austin mengemukakan bahwa hukum adalah seperangkat
perintah, baiklangsung ataupun tidak langsung, dari pihak yang berkuasa kepada
warga masyarakatnya yang merupakan masyarakat politik yang independen, di
mana otoritasnya (pihak yang berkuasa) merupakan otoritas tertinggi). Definisi
yang hampir sama dikemukakan pula oleh Blackstone (Abad XVIII) yang
mengungkapkan bahwa hukum adalah suatu aturan tindakan-tindakan yang
ditentukan oleh orang-orang yang berkuasa bagi orang-orang yang dikuasai,
untuk ditaati. Berbeda dengan perspektif otoritas, perspektif substantif tidak
melihat keabsahan hukum dari sudut otoritas yang membentuk hukum tersebut,
tapi dari muatan atau isi yang terkandung dalam kaidah-kaidah hukum tersebut.

2 Cummins, Robert dan David Owen (eds.), 1999, Central Readings in the History of Modern
Philosophy: Descartes to Kant. Canada: Wadsworth Publishing Company.
13 Hadiwijono, Harun, 1980, Sari Sejarah Filsafat 2, Kanisius, Yogyakarta. HIm 61
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Pandangan ini tergambar dari pandangan John Locke yang mengemukakan
bahwa hukum adalah sesuatu yang ditentukan oleh warga masyarakat pada
umumnya tentang tindakan-tindakan mereka, untuk menilai mana yang
merupakan perbuatan yang jujur dan mana yang merupakan perbuatan yang
curang. Perspektif historis meninjau keabsahan hukum berdasarkan kebudayaan
masyarakat, khususnya dalam jiwa rakyatnya.* Von Savigny menggambarkan
bahwa keseluruhan hukum terbentuk melalui kebiasaan dan perasaan kerakyatan,
yaitu melalui pengoperasian kekuasaan secara diam-diam. Hukum berakar pada
sejarah manusia, di mana akarnya dihidupkan oleh kesadaran, keyakinan dan
kebiasaan warga masyarakat. Perspektif sosiologis meninjau keabsahan hukum
itu dari sudut kemampuan atau daya kerja hukum mengatur kehidupan
masyarakat. Pertanyaan pokoknyaadalah, apakah hukum itu dapat berlaku secara
efektif untuk mengatur kehidupan masyarakat. Hakekat hukum menurut
perspektif sosiologis adalah hukum yang sesuai dengan fakta-fakta sosial.
Lundstedt mengemukakan hukum sungguh-sungguh berwujud eksistensi dari
fakta-fakta sosial, yang secara keseluruhan berbeda dari sekedar ilusi.*®

Kaum realis dapat digolongkan ke dalam perspektif sosiologis karena
sama-sama berpijak pada realitas sosial. Hakekat hukum menurut pandangan
realisisme adalah hukum yang hidup, yaitu hukum yang dipraktekkan oleh
pengadilan dalam menyelesaikan sengketa-sengketa dan kasus-kasus hukum
yang terjadi dalam masyarakat. Holmes12, seorang hakim agung USA yang
menjadi pendiri aliran realis, berpendapat “apa yang diramalkan akan diputuskan
oleh pengadilan, itulah yang saya artikan sebagai hukum” Pendapat Holmes ini
sejalan dengan pandangan Llewellyn yang menyatakan bahwa apa yang
diputuskan oleh seorang hakim tentang suatu persengketaan, adalah hukum itu
sendiri.

Hubungan Hukum Dan Kekuasaan Dalam Kajian Filsafat Hukum

Pola hubungan hukum dan kekuasaan ada dua macam. Pertama, hukum
adalah kekuasaan itu sendiri. Menurut Lassalle dalam pidatonya yang termashur
Uber Verfassungswessen, “konstitusi sesuatu negara bukanlah undang-undang
dasar tertulis yang hanya merupakan “secarik kertas”, melainkan hubungan-
hubungan kekuasaan yang nyata dalam suatu negara”Pendapat Lassalle ini
memandang konstitusi dari sudut kekuasaan. Dari sudut kekuasaan, aturan-aturan
hukum yang tertuang dalam konstitusi suatu negara merupakan deskripsi struktur
kekuasaan yang terdapat dalam negara tersebut dan hubungan-hubungan

14 Suriasumantri, Jujun S., 1998, Filsafat llmu: Sebuah Pengantar Populer. Jakarta: Pustaka
Sinar Harapan. HIm 12
15 Budiono Kusumohamidjojo, 1999, Ketertiban Yang Adil, Suatu Tinjauan Problematik
Filsafat Hukum Indonesia, PT, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. HIm 41
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kekuasaan di antara lembaga-lembaga negara. Dengan demikian, aturan-aturan
hukum yang termuat dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 merupakan
deskripsi struktur kekuasaan ketatanegaraan Indonesia dan hubunganhubungan
kekuasaan antara lembaga-lembaga negara. Struktur kekuasaan menurut UUD
1945 menempatkan MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) dalam hierarki
kekuasaan tertinggi. Hierarki kekuasaan di bawah MPR adalah kekuasaan
lembaga-lembaga tinggi negara, yaitu presiden, DPR (Dewan Perwakilan
Rakyat), DPA (Dewan Pertimbangan Agung), MA (Mahkamah Agung) dan BPK
(Badan Pemeriksa Keuangan). UUD 1945 juga mendeskripsikan struktur
kekuasan pusat dan daerah. Di samping itu, juga dideskripsikan hubungan antara
kekuasaan lembaga tertinggi negara dengan kekuasaan lembaga-lembaga tinggi
negara, hubungan kekuasaan di antara lembaga-lembaga tinggi negara, dan
hubungan kekuasaan antara pusat dan daerah. Hakekat hukum dalam konteks
kekuasaan menurut Karl Olivecrona tak lain daripada “kekuatan yang
terorgansasi”, dimana hukum adalah “seperangkat aturan mengenai penggunaan
kekuatan”, kekerasan fisik atau pemaksaan yang dilakukan oleh penguasa, tidak
berbeda dari kekerasan yang dilakukan pencuri-pencuri dan pembunuh-
pembunuh.®

Walaupun kekuasaan itu adalah hukum, namun kekuasaan tidak identik
dengan hukum. Mengenai hal ini Van Apeldorn mengemukakan bahwa hukum
adalah kekuasaan, akan tetapi ini tidak berarti bahwa hukum tidak lain daripada
kekuasaan belaka. Hukum adalah kekuasaan, akan tetapi kekuasaan tidak
selamanya hukum. “Might is not right,” pencuri berkuasa atas barang yang
dicurinya, akan tetapi tidak berarti bahwa ia berhak atas barang itu. Esensi
kekuasaan yang sama dengan hukum tersebut menurut Lassalle adalah kekuasaan
fisik, khususnya kekuasaan tentara dan polisi. Namun menurut Van Apeldorn,
kekuasaan fisik (materiil) itu bukanlah anasir yang hakiki dari hukum, apalagi
anasir yang esensial daripadanya. Kekuasaan fisik itu biasanya hanya menjadi
unsur tambahan: sesuatu accesoir, bukan bagian dari hukum. Sebaliknya
kekuasaan susila adalah anasir yang esensial dari hukum, yakni kekuasaan yang
diperoleh kaidahkaidah hukum dari nilai yang diberikan oleh masyarakat
padanya, dan berdasarkan hal mana biasanya kaidah-kaidah itu dapat
mengharapkan pentaatan dengan sukarela oleh anggota-anggota masyarakat.’

Kekuasaan fisik adalah kekuasaan yang mengandalkan diri pada
kekerasan atau paksaan untuk memaksa ketaatan masyarakat kepada aturan
hukum yang berlaku dan bila melanggar akan dikenakan sanksi hukum.

16 Jones, W.T., 1969, A History of Western Philosophy: Hobbes to Hume, San Diego, Harcourt
Brace Jovanovich, USA
17 Edwards, Paul (ed.), 1967, The Encyclopedia of Philosophy Volume 2, The Macmillan
Company & The Free Press, New York
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Kepatuhan masyarakat kepada hukum sangat ditentukan oleh kualitas aparatur
pemaksa (polisi dan jaksa) dalam menjalankan tugasnya. Sedangkan kesusilaan
adalah kekuasaan batin yang bersumber kepada kesadaran diri manusia mengenai
kebaikan, kepatutan dan rasa keadilan.'® Kepatuhan masyarakat kepada aturan
hukum bukan karena ada paksaan dari aparat penegak hukum, tapi berdasarkan
kesadaran diri anggota masyarakat yang dengan sukarelamematuhi aturan-aturan
hukum. Kekuasaan dalam lingkup kebijakan publik, khususnya kebijakan hukum
(legal policy) menetapkan batasan-batasan tindakan bagi seseorang atau
sekelompok orang berkaitan dengan yang dilarang maupun yang dianjurkan,
yang disertai dengan sanksi hukum tertentu. Hal ini bertujuan untuk menjamin
terselenggaranya ketertiban dan ketentraman bagi hubungan sosial
kemasyarakatan. Di samping hukum sama dengan kekuasaan, pola hubungan
hukum dan kekuasaan yang lain adalah bahwa hukum tidak sama dengan
kekuasaan. Artinya, hukum dan kekuasaan merupakan dua hal yang terpisah, tapi
adahubungan yang erat di antara keduanya. Hubungan itu dapat berupa hubungan
dominatif dan hubungan resiprokal (timbal balik). Ada tiga bentuk manifestasi
hubungan hukum dan kekuasaan dalam konteks ini. Pertama, hukum tunduk
kepada kekuasaan. Maksudnya, hukum bukan hanya menjadi subordinasi
kekuasaan, tapi juga sering menjadi alat kekuasaan, dengan kata lain, kekuasaan
memiliki supremasi terhadap hukum. Oleh karena itu, definisi hukum yang
dikemukakan oleh para ahli menempatkan hukum berada di bawah kontrol
kekuasaan. Pendapat ahli hukum yang menggambarkan pandangan supremasi
kekuasaan terhadap hukum dikemukakan oleh Thrasimachus yang
mengungkapkan bahwa hukum tak lain daripada apa yang berfaedah bagi orang
yang lebih kuat. Pengertian yang hampir sama dikemukakan pula oleh
Gumplowicz yang mengungkapkan bahwa hukum bersandar pada penaklukan
yang lemah oleh yang lebih kuat; hukum adalah susunan definisi yang dibuat oleh
pihak yang kuat untuk mempertahankan kekuasaannya'®

Dalam perspektif Marxisme, hukum dibuat tidak untuk melindungi
kepentingan seluruh masyarakat, tapi untuk melindungi kepentingan kelompok
elit. Hukum adalah alat kaum kapitaslis untuk melindungi kepentingannya dalam
melakukan kegiatan bisnis, dan alat penguasa untuk mempertahankan
kekuasaannya. Hukum berpihak kepada pihak yang berkuasa dan kaum kapitalis.
Kedua, kekuasaan tunduk kepada hukum. Artinya, kekuasaan berada di bawah
hukum dan hukum yang menentukan eksistensi kekuasaan. Dalam pemikiran
hukum, tunduknya kekuasaan kepada hukum merupakan konsep dasar dalam

18 Kattsoff, Louis O., 2004, Element of Philosophy, diterjemahkan Pengantar Filsafat, terj.
Soejono Soemargono, Tiara Wacana, Yogyakarta
19 Soejadi, 2003, Refleksi mengenai Hukum dan Keadilan, Aktualisasinya di Indonesia,
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.HIm 68

344



Jurnal Multilingual Vol. 3, No. 4 (2023)
ISSN: 1412-482x (Print)
ISSN: 2620-625x (Online)

penyelenggaraan ketatanegaraan. Konsep itu dirumuskan dalam terminologi
supremasi hukum (supreme of law).?° Supremasi hukum berarti bahwa hukum
merupakan kaidah tertinggi untuk mengatur kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara. Hukum sebagai kaidah tertinggi muncul dalam konsep
norma dasar negara (staats fundamental norm) atau grund norm menurut
pemikiran Hans Kelsen. Di samping itu, supremasi hukum juga berarti bahwa
penggunaan kekuasaan untuk menjalankan kehidupan ketatanegaraan dan roda
pemerintahan harus berdasarkan kepada aturan hukum. Tanpa landasan hukum,
kekuasaan tidak memiliki legalitas. Pada prinsipnya supremasi hukum tidak lain
dari rule of law, sehingga dalam suatu negara hukum harus terdapat supremasi
hukum. Menegakkan supremasi hukum tentunya harus ada rule of law. Rule of
law adalah suatu konsep yang dipergunakan supaya negara dan pemerintahnya,
termasuk warga negara tidak melakukan tindakan kecuali berdasarkan hukum.
Timothy O’hogan dalam The End of Law dan A.V. Dicey dalam Law and the
Constitution menyebutkan prinsip-prinsip utama negara hukum dalam kaitan
tegaknya supremasi hukum. Prinsip-prinsip tersebut meliputi pemerintahan
berdasarkan hukum dan menghindarkan kekuasaan yang sewenang-wenang,
prinsip persamaan di depan hukum (equality before the law), perlindungan hak
asasi manusia (HAM), dan adanya peradilan yang bebas dan independen. Ketiga,
ada hubungan timbal balik (simbiotik) antara hukum dan kekuasaan. Dalam hal
ini hubungan hukum dan kekuasaan tidak bersifat dominatif di mana yang satu
dominan atau menjadi faktor determinan terhadap yang lain, tapi hubungan
pengaruh mempengaruhi yang bersifat fungsional, artinya hubungan itu dilihat
darisudut fungsi-fungsi tertentu dan dapat dijalankan di antarakeduanya. Dengan
demikian, kekuasaan memiliki fungsi terhadap hukum, dan sebaliknya hukum
mempunyai fungsi terhadap kekuasaan.

Kekuasaan dalam konteks hukum berkaitan dengan kekuasaan negara,
yaitu kekuasaan untuk mengatur dan menyelenggarakan kehidupan
bermasyarakat dan bernegara yang meliputi bidang legislatif, eksekutif dan
yudikatif. Pengaturan dan penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat dan
bernegara itu mencakup pengaturan dan penyelenggaraan di tingkat pusat dan di
tingkat daerah. Dengan demikian, kekuasaan merupakan sarana untuk
menjalankan fungsi-fungsi pokok kenegaraan guna mencapai tujuan negara.
Kekuasaan dalam konteks hukum meliputi kedaulatan, wewenang atau otoritas,
dan hak. Ketiga bentuk kekuasaan itu memiliki esensi dan ciri-ciri yang berbeda
satusama lain, dan bersifat hirarkis. Kekuasaan tertinggi adalah Kedaulatan, yaitu
kekuasaan negara secara definitif untuk memastikan aturan-aturan kelakuan
dalamwilayahnya, dan tidak ada pihak, baik di dalam maupun di luar negeri, yang
harus dimintai ijin untuk menetapkan atau melakukan sesuatu. Kedaulatan adalah
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hak kekuasaan mutlak, tertinggi, tak terbatas, tak tergantung, dan tanpa kecuali.
Kedaulatan atau souvereignity adalah ciri atau atribut hukum dari negara-negara;
dan sebagai atribut negara dia sudah lama ada, bahkan ada yang berpendapat
bahwa kedaulatan itu mungkin lebih tua dari konsep negara itu sendiri19 Dalam
teori kenegaraan, ada empat bentuk kedaulatan sebagai pencerminan kekuasaan
tertinggi dalam suatu negara. Keempat bentuk kedaulatan itu adalah kedaulatan
Tuhan (Godsouvereiniteit), kedaulatan negara (staatssouvereiniteit), kedaulatan
hukum (rechtssouvereiniteit), dan kedaulatan rakyat (volkssouvereiniteit).

Dalam kedaulatan Tuhan, kekuasaan terletak pada sumber kekuasaan
yang berasal dari Tuhan. Menurut paham kedaulatan negara, kedaulatan itu ada
pada negara, dan dalam kedaulatan hukum, yang berdaulat itu bukan Tuhan dan
bukan negara, tapi adalah hukum itu sendiri. Dalam kedaulatan rakyat, yang
berdaulat itu adalah rakyat, dimana rakyat memberikan kekuasaannya kepada
pemerintah melalui sistem pemilihan umum. Bentuk kedua kekuasaan dalam
konteks hukum adalah wewenang. Wewenang berasal dari bahasa Jawa yang
mempunyai dua arti, yaitu pertama, kuasa (bevoegdheid) atas sesuatu. Kedua,
serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau seorang pejabat untuk
mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaan dapat terlaksana
dengan baik, kompetensi, yurisdiksi, otoritas. Adalah ciri khas negara bahwa
kekuasaannya memiliki wewenang. Maka kekuasaan negara dapat disebut
otoritas atau wewenang. Otoritas atau wewenang adalah “kekuasaan yang
dilembagakan”, yaitu kekuasaan yang defakto menguasai, melainkan jugaberhak
menguasai. Wewenang adalah kekuasaan yang berhak menuntut ketaatan, jadi
berhak memberikan perintah.

Bentuk ketiga kekuasaan dalam hukum adalah hak. Salmond
merumuskan hak sebagai kepentingan yang diakui dan dilindungi oleh hukum.
Rumusan yang hampir sama dikemukakan oleh Allend yang menyatakan bahwa
hak itu sebagai suatu kekuasaan berdasarkan hukum yang dengannya seorang
dapat melaksanakan kepentingannya (The legally guaranteed power to realise an
interest). Sedangkan menurut Holland hak itu sebagai kemampuan seseorang
untuk mempengaruhi perbuatan atau tindakan seseorang tanpa menggunakan
wewenang yang dimilikinya, tetapi didasarkan atas suatu paksaan masyarakat
yang terorganisasi. Definisi hak menurut Holmes adalah “nothing but permission
toexercise certain natural powers and upon certain conditions to obtain protection,
restitution, or compensation by the aid of public force”. Hak dapat pula diartikan
sebagai kekuasaan yang dipunyai seseorang untuk menuntut pemenuhan
kepentingannya yang dilindungi oleh hukum dari orang lain, baik dengan
sukarelamaupun dengan paksaan. Dengan mengacu kepada beberapa pengertian
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tersebut dapat diidentifikasikan ciri-ciri hak. Menurut Fitzgerald ciri-ciri yang
melekat pada hak adalah:2!

a. hakitudilekatkan padaseseorang yang disebut sebagai pemilik atau
subjek dari hak itu. la juga disebut sebagai orang yang memiliki titel
atas barang yang menjadi sasaran hak.

b. Hak itu tertuju pada orang lain, yaitu yang menjadi pemegang
kewajiban di mana antara hak dan kewajiban terdapat hubungan
korelatif.

c. Hak yang ada pada seseorang mewajibkan pihak lain utnuk
melakukan (monisson) atau tidak melakukan (omission) sesuatu
perbuatan. Hal ini dapat disebut sebagai isi dari hak.

d. Perbuatan atau omission itu menyangkut sesuatu yang dapat disebut
sebagai objek dari hak.

e. Setiap hak menurut hukum itu mempunyai titel, yaitu suatu
peristiwa tertentu yang merupakan alasan melekatnya hak itu pada
pemiliknya

Pengakuan hukum terhadap hak seseorang mengandung konsekuensi
adanya kewajiban pada pihak atau orang lain. Hal itu bisa terjadi karena hubungan
hak dan kewajiban bersifat resiprokal atau timbal balik. Hubungan hak dan
kewajiban terjadi dalam konsep hubungan hukum, terutama dalam pelaksanaan
hubungan hukum (hukum subjektif). Kewajiban adalah suatu perintah hukum
yang mengharuskan seseorang untuk memenuhi suatu hal yang menjadi hak
orang lain atau melaksanakan perbuatan tertentu. Fungsi dialektis hukum dan
kekuasaan adalah fungsi timbal balik antara hukum dan kekuasaan. Fungsi
hukum dan kekuasaan meliputi fungsi kekuasaan terhadap hukum dan fungsi
hukum terhadap kekuasaan. 22Pembahasan pendahuluan akan mendeskripsikan
fungsi kekuasaan terhadap hukum, dimana ada tiga macam fungsi kekuasaan
terhadap hukum. Pertama, kekuasaan merupakan sarana untuk membentuk
hukum, khususnya pembentukan undang-undang (law making). Kekuasaan
untuk membentuk hukum dinamakan kekuasaan legislatif (legislative power),
yang merupakan kekuasaan parlemen atau badan perwakilan. Namun dalam
perkembangannya, pembentukan undang-undang tidak lagi menjadi monopoli
parlemen, tapi kerjasama antara parlemen dan pemerintah. Bahkan
kecenderungan di berbagai negara menunjukkan lebih besarnya peran
pemerintah dalam pembentukan undang-undang. Hal itu bisa terjadi karena

21 Sabian Utsman, Dasar-dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog antara Hukum dan masyarakat,
(Yokyakarta : Pustaka Pelajar, 2009), him. 12
22 Sunaryati Hartono, Peranan Kesadaran Hukum Rakyat dalam Pembaharuan Hukum, Kertas
Kerja pada Simposium Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Masa Transisi, (Jakarta : BPHN-
Bina Cipta, 1975) him. 89-90.
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pemerintah mempunyai tenaga ahli yang banyak dalam birokrasi pemerintahan
guna menyiapkan konsep atau rancangan undang-undang, yang merupakan
produk hukum yang bersifat umum dan mengikat seluruh warganegara. Fungsi
parlemen juga mengalami perkembangan dan pergeseran. Sekarang, fungsi
pokok parlemen tidak hanya sebagai badan pembuat undang-undang, namun juga
perlu dilihat sebagai media komunikasi antara rakyat dan pemerintah, serta
berfungsi sebagai jalur rekruitmen kepemimpinan politik sekaligus sebagai
badan pengelolakonflik yang berkembang di masyarakat.??

Namun otoritas pembentukan ketentuan hukum yang bersifat umum
bukan hanya menjadi kekuasaan legislatif, tapi juga menjadi wewenang badan
peradilan, khususnya sistem hukum Anglosaxon yang mengakui yurisprudensi
sebagai sumber hukum pokok. Yurisprudensi menjadi acuan penyelesaian kasus-
kasus yang sejenis, sehingga bersifat umum. Dengan demikian, kekuasaan apa
saja yang mempunyai otoritas pembentukan hukum dipengaruhi pula sistem
hukumnya. Kedua, kekuasaan merupakan alat untuk menegakkan hukum.
Penegakan hukum adalah suatu proses mewujudkan keinginan-keingian hukum
menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum di sini
tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undangundang yang dirumuskan
dalam peraturan-peraturan hukum. Penegakan hukum bukan sekedar
menerapkan aturan-aturan hukum formal saja, tapi juga mengkaitkan secara
langsung aturan-aturan hukum itu dengan semangat atau spirit yang
melatarbelakangi lahirnya aturanaturan tersebut. 2*Penegakan hukum yang
semata-mata menegakkan aturan formal tanpa mengkaitkannya secara langsung
dengan semangat yang terkandung dalam aturan akan berlangsung dengan cara
yang sangat mekanismatik. Padahal tuntutan penegakan hukum tidak terbatas
pada pelembagaan prosedur dan mekanisme, tapi juga pada penerapan nilai-nilai
substantifnya. Kekuasaan sebagai alat untuk menegakkan hukum merupakan
ororitas negara yang kemudian didistribusikan kepada institusi-institusi formal
yang secara operasional melaksanakan fungsi penegakan hukum. Salah satunya
didistribusikan kepada kepolisian, sebagai lembaga yang akan mendorong
masyarakat untuk mentaati aturan-aturan hukum dan mencegah masyarakat dari
pelanggaran hukum (penegakan hukum secara preventif), agar tercipta ketertiban
dan ketenteraman masyarakat. Di samping itu, otoritas negara untuk menegakkan
hukum diberikan kepada badan peradilan (kekuasan yudikatif) untuk melakukan
proses peradilan terhadap kasus-kasus pelanggaran yang terjadi dalam
masyarakat (penegakan hukum secara represif). Penegakan hukum secara

23 |bid
24 Soerjono Soekanto, 1986, Renungan tentang Hukum, CV. Rajawali, Jakarta. HIm 14
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represif bertujuan untuk mempertahankan legalitas aturan hukum dengan cara
menghukum para pihak yang melanggar hukum.?

Ketiga, kekuasaan merupakan media untuk melaksanakan hukum.
Adapun yang dimaksud dengan pelaksanaan hukum adalah upaya menjalankan
(eksekusi) putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.
Putusan badan peradilan tidak akan banyak artinya bagi kehidupan masyarakat
jika tidak dilaksanakan secara konsekwen dan konsisten. Otoritas eksekusi
merupakan kewenangan kejaksaan dan pengadilan. Mengenai fungsi hukum
terhadap kekuasaan ada empat macam. Hukum adalah media untuk melegalisasi
kekuasaan. Legalisasi hukum terhadap kekuasaan berarti menetapkan keabsahan
kekuasaan dari segi yuridisnya. Setiap kekuasaan yang memiliki landasan hukum
secara formal memiliki legalitas. Namun yang sering menjadi masalah adalah bila
kekuasaan yang legal itu adalah kekuasaan yang sewenang-wenang, tidak patut,
dantidak adil. Hal itu sebenarnya merupakan masalah legitimasi kekuasaan, yaitu
pengakuan masyarakat terhadap keabsahan kekuasaan. Legalisasi hukum
terhadap kekuasaan mencakup legalisasi terhadap kekuasaan, kedaulatan,
wewenang, dan hak. Legalisasi kekuasan dapat diberikan kepada lembaga,
jabatan, dan orang. Legalisasi kekuasaan bagi lembaga misalnya, bagi negara,
lembaga-lembaga negara, unit-unit dalam lembaga-lembaga negara, unit-unit
pemerintahan, dan lembaga kemasyarakatan. Legalisasi kekuasaan bagi pejabat
misalnya, kewenangan presiden, kewenangan gubernur, dan kewenangan bupati.
Sedangkan legalisasi hukum bagi orang adalah pemberian atau pengakuan hak
bagi seseorang. Misalnya, hak milik, hak cipta, hak usaha, dan sebagainya.
Kekuasaan yang dilegalisasi hukum belum tentu kekuasaan atau wewenang yang
adil dan patut. Oleh karena itu, agar legalitas hukum sejalan dengan prinsip-
prinsip keadilan dan kepatutan, maka legalitas kekuasaan juga harus didukung
oleh legitimasi etis yang bersandarkan pada persetujuan masyarakat terhadap
kekuasaan. Fungsi hukum terhadap kekuasaan yang lain adalah untuk mengatur
dan membatasi kekuasaan. Hubungan-hubungan kekuasaan dalam
penyelenggaraan negara harus diatur sedemikian rupasupayatidak menimbulkan
ambiquitas dan paradoksal di antara kekuasaan-kekuasaan negara yang ada atau
antara kekuasaan pejabat yang satu dengan kekuasaan pejabat yang lain. Karena
hal ini bukan hanya akan menimbulkan ketidakjelasan wewenang dan
pertanggungjawabannya, tapi juga akan melahirkan ketidaksinkronan dan
ketidakpastian hukum.?®

Untuk menghindari terjadinya ambiquitas dan paradoksal pengaturan
kekuasaan, maka pengaturan kekuasaan harus dilihat dalam konteks satu sistem

% Dardji Darmodihardjo, 2002, Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat
Hukum Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.HIm 23
% Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perubahan Sosial, (Bandung : Alumni, 1979), him. 144
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hukum. Pendisitribusian wewenang dalam bidang hukum tertentu harus
disinkronkan dengan pengaturan wewenang dalam bidang hukum lainnya.
Misalnya, harus ada sinkronisasi kewenangan antara kewenangan dalam bidang
hukum tata negara dengan kewenangan dalam bidang hukum pemerintahan.
Selain fungsi melegalisasi dan mengatur kekuasaan, fungsi hukum terhadap
kekuasaan yang lain adalah membatasi kekuasaan. Pembatasan kekuasaan dapat
dilakukan secara sistemik, organik dan yuridis. Pembatasan kekuasaan
dimaksudkan untuk menghindari terjadinya penumpukan atau sentralisasi
kekuasaan pada satu tangan atau pada satu lembaga. Sentralisasi kekuasaan akan
mendorong kepada otoritarianisme dalam penyelenggaraan negara dan
penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power). Menurut Bertrand Russel, sistem
yang paling baik untuk mengontrol kekuasaan adalah sistem demokrasi.
Demokrasi dianggap sebagai sistem terbaik bukan hanya karena adanya konsep
pemisahan kekuasaan negara secara seimbang, tapi juga karena dimungkinkan
untuk selalu mengoreksi kekuasaan tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan deskripsi di atas dapat ditarik tiga simpulan. Pertama,
kekuasaan adalah suatu konsepsi hubungan sosial antara dua pihak atau dua
institusi yang bersifat saling pengaruh mempengaruhi, dominatif atau eksploitatif.
Kedua, hakekat hukum dapat ditinjau dari sudut otoritas yang membentuknya,
substansinya dan daya kerjanya dalam mengatur masyarakat. Ketiga, dialektika
hukum dan kekuasaan melahirkan dua pola hubungan, yaitu hukum identik
dengan kekuasaan dan hukum tidak sama dengan kekuasaan. Pola hubungan
hukum identik dengan kekuasaan merefleksikan diri dalam bentuk kedaulatan,
otoritas, wewenang, dan hak. Sedangkan pola hubungan hukum tidak sama
dengan kekuasaan memunculkan tiga pola hubungan: supremasi kekuasaan
terhadap hukum, supremasi hukum terhadap kekuasaan, dan hubungan simbiotik
hukum dan kekusaan.

Hubungan simbiotik hukum dan kekuasaan melahirkan hubungan
fungsional di antara keduanya, dimana kekuasaan mempunyai fungsi tertentu
terhadap hukum, dan hukum jugamempunyai fungsi tertentu terhadap kekuasaan.
Kekuasaan mempunyai fungsi sebagai alat untuk membentuk hukum,
menegakkan hukum, dan melaksanakan hukum. Sedangkan fungsi hukum
terhadap kekuasaan meliputi alat untuk melegalisasi atau menjustifikasi
kekuasaan, alat untuk mengatur dan mengontrol kekuasaan, dan alat untuk
mengawasi dan mewadahi pertanggungjawaban kekuasaan.
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